UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBEBASAN BEA METERALI, PAD) AK
PENDAPATAN DAN PADJAK PERSEROAN UNTUK HAL-HAL,
TERTENTU TENTANG PEMBESARAN MODAL DARI
PERSEROAN DAN PERSEKUTUAN.

(U. No. 23 th. 1956, tgl. 31 Desember, diund. djuga pada tgl. 31-12.1956
dl. LN. No. 78/56).

* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa adalah perlu untuk membatalkan pembebasan beg
meterai dan bea balik nama jang diatur dalam ordonansi menurut Staatsblag
1946 No. 115. _

Menimbang : bahwa seterusnja pun ada alasan untuk mengadakan pembe.-
basan dari bea meterai tersebut dan djuga pembebasan dari padjak pendapatan
dan padjak perseroan dalam hal memperbesar modal jang ditetapkan dari per-
seroan dan persekutuan jang berkedudukan di Indonesia, seberapa djauh ada
hubunganja dengan penetapan nilai perusahaan dari bagian-bagian kekajaan
menurut Keputusan Penjesuaian Padjak Perseroan 1953,

Mengingat : pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia.

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

Memutuskan:

Menetapkan :

Undang-undang tentang penghapusan ordonansi Seuvshiad 1946 No. 115 dan
pembebasan bea meterai, padjak pendapatan dan padjak perseroan untuk hal-
hal tertentu tentang pembesaran modal dari perseroan dan persekutuan '),

P. 1. Ordonansi dalam Staatsblad 1946 No. 115 ditjabut.

P. 2. (1) Dalam hal memperbesar modal jane ¢ ris
atau persekutuan jang berkedudukan di Indonesis pad
saham-saham tanpa pemasukan olch jang diberi sal
untuk menghitung bea meterai jang dipungut mennom NIT dari Aturan
Bea Meterai 1921 modal jang terdiri dari saham-sah i (00 (doh termasuk, akan
tetapi tidak melebihi saldo positip dari perbedaan multiplikasi aktip dan pasip,
jang diperdapat dari perhitungan nilai perusahaan dari bagian-bagian kekajaan
dari perseroan atau persckutuan menurut Keputusan Penjesuaian Padjak
Perseroan 1953,

(2) Ketentuan pada ajat 1 hanja berlaku terhadap pembesaran modal untuk
pertama kalinja jang ditempatkan sebagaimana diputuskan oleh
persekutuan setelah 30 Djuni 1953, akan tetapi selandjutnj
berlakunja undang-undang ini.

~nodari perseroan
it mana diberikan
1 lersebut, maka

perseroan atau
a satu tahun sesudah

P. 3. Dalam hal seperti diuraikan dalam pasal 2, maka untuk melakukan
ordonansi padjak pendapatan 1944 dan djuga ordonansi padjak perseroan 1925,

1) Disctudjui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-92 pada hari Selasa t 27 Nopem-
ber 1956, P. 35/56. P clasa tanggal P
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dari tiap saham jang diberikan tanpa pemasukan
terhadap si pencrima sebagai pendapatan atau keu;nu /

itu dan djumlah noxfxiqal (!afi saham itu sama dengan ?ﬁ,a;anﬁf a:;?;u bag'ufn
dari perbedaan mul!tphkasn jang aktip dan pasip dan djumlah nomin;; positip
pja, untuk mana dilakukan pembebasan modal tanpa pemasukan semua-

scbagian tidak dianggap

p. 4. Undang-undang ini mulai berlaku pada ta : ‘ .
tgl, 31-12-1956). nggal diundangkan (j.i. pada

Agar supaja dsb.

MEMORI PENDJELASAN (T.L.N. No. 1134),
BAGIAN UMUM.

Dengan ordonansi dalam Staatsblak 1946 No 115 untuk membatasl sementara pelakuan
Aturan Bea Meterai 1921 dan Ordonansi Bea Balik Nama diadakan suatu pembebasan aias pe-
mungutan jang berdasarkan peraturan tersebut terhadap surat-surat dam perbuatan-perbuatan
phukum tertentu jang diperbuat atau dilakukan dalam hubungan langsung dengan pemindahan
atau pemasukan perusahaan ataupun bagian-bagian perusahaan jang berdiri sendiri dengan
sjarat-sjarat tertentu dalam rentjana penjusunan kembali dari badan.

Menurut Memori Pendjclasan jang bersangkutan (diumumkan dalam Bijblad No. 15088),
pada waktu itu dipandang periu, untuk masa depan jang dekat, dimana penjehatan dunia per-
usahaan guna pembangunan kembali dari perckonomian dinegeri ini dipandang perlu mele-
pjapkan rintangan jang ditimbulkan cl¢h kedva pemungutan itu tadinja terhadap penjusunan-
kembali. Terhadap sifat sementara dari kelonggaran tersebut diminta perhatian jang sungguh-
sungguh.

Menurut pendapat Pemerintah maka sekarang, setelah dunia perusahaan selama 8 tahun
dapat mempergunakan kesempatan untuk penjusunan kembali jang dipandang dari sudut ekono-
mi perusahaan dalam keadaan sesudah perang ada perlu jang bebas dari rintangan fiscal telah
tibalah waktunja untuk kembali pada pelakuan sepenuhnja dari peraturan padjak jang disebut
pada awal ini.

Dengan demikian diusulkan untuk menghapuskan kelonggaran jang termaktub dalam ordo-
nansi dalam Staatsblad 1946 No. 115 (pasal 1 dari undang-undang).

Penurunan ataupun pembebasan atas bea meterai seperti diusulkan dalam pasal 2 puno ke-
longgaran atas bagian padjak pendapatan atau perseroan untuk kepentingan mereka jang
menerima saham bonus jang termaktub dalam pasal 5 harus dipandang sebagai pembulatan
dari kelonggaran jang dari sudut fiscal diberikan kepada dunia perusahaan dinegeri ini dengan
menetapkan nilai jang lebih tinggi dari alat perusahaan dan activa dan passiva lain tertentu
keperluan pemungutan padjak perseroan. Untuk ini harus dilihat pada pasal 2 dari Undang-
undang Darurat No, 11 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 83), disahkan dengan
Undang-undang No. 1 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 8), dan Keputusan Penje-
suaian Padjak Perseroan 1953 jang bersandarkan itu (Keputusan Menteri Keuangan tertanggal
16 Djuni 1953 No.125466/1.N.). .

Dalam hal badan jang takluk kepada peraturan padjak iIni ingin menjatakan nilai jang di-

naikkan (jang disebut nilai perusahaan) dalam pembukuan perusahaannja dan berhubung

dengan itu ingin memulai dengan suatu herkapitalisasi jang menjebabkan lcbih' besarnja djum-
lah modal jang tertanam, maka Pemerintah menganggap pantas untuk udak. memungut
bea meterai aias bagian dari penambahan modal itu jang sesuai dengan saldo dari perbedaan
nilai jang timbul dari Keputusan Penjesualan.

‘Oleh karena penambahan modal tersebut memuat pula aeljar_a keharusan pemberian sa:jlar:
bonus kepada para pemegang saham, maka untuk mereka bertalian dengan pemung:llan.tpa ja!
pendapatan atau perseroan harus diadakan peraturan jang bersesuaian dengan hal itu,
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BAGIAN CHUSUS, : ,
P. 1: Tidak memerlukan pendjelasan lebih landjut.

P. 2: Dalam redaksinja diperhatikan djuga, ‘bahwa pada saat sles.‘.xau:n et:lai:b;lmngambn
keputusan untuk melakukan herkapitalisasi, d:|uga fak'tor-iaktor a}?a m ngu =4 erranan
penting selain dari pada kenaikan dari nilai fiskal activa dan passi : ek Tk n:}P“l“Sal?

- Penjesuaian Padjak Perseroan 1953, Badan itu memang bebas dalam mene a'p' a da_,]-“ kah dan
pembesaran modal; djika djumlah ini kiranja lebih besar dari saldo positip i kenaikag
nilaj fiskal maka atas kelebihannja dipungut bea meterai. -

Untuk menghindarkan kesulitan pada suatu pemeriksaan fiskal tentang pc‘rtanjaax? apa _ada
tidaknja hubungan antara suatu keputusan untuk herkapitalisasi dan kcnalk}x:f nilai ffskal
untuk badan itu menurut Keputusan Penjesuaian, maka pasal jang berkenaan ini memberikan
dugaan berdasarkan undang-undang jang tidak dapat disangkal tentang’ adapja hubungan :
jang sedemikian itu terhadap keputusan jang diambil dalam tempo seperti dimaksud pada

ajat 2, jang permulaannja kira-kira bertepatan djatuhnja dengan saat pengundangannja Kepy-
tusan Penjesuaian tersebut.

P. 3: ‘Menurut pendapat umum
° maka perolchan saham bonus (t
dianggap sebagai penda
dikenakan padjak,
1 Untuk melakukan Ordonnansi Pa
pendirian jang serupa,

Menurut ketentuan dari pasal jang bersangkutan, maka sekarang dalam hal tersebut, djika
misalnja kenaikan modal berdjumilah semuanja Rp. 500.000,—dan saldo dari perbedaan mul-
tiplikasi Rp. 200.000,—~ maka dari saham bonus sebesar nominal Rp. 1.000,— dikenakan
padjak hanja 3/s atau Rp. 600 —,

Dalam hal pemegangan saham ity
padjak perseroan (vide pasal 9
diadakan peraturan chusus,
tidak dikenakan padjak,

» maka untuk melakukan Ordonansi Padjak Pendapatan 1944
anpa penjetoran) berdasarkan pemegangan saham jang ada
patan dari modal sebesar djumlah nominalnja dan dengan demikian

djak Perseroan 1925 (selain dari hal pesertaan), diambil

berdasar atas pesertaan dari suatu badan jang dikenakan
2jat 2 Ordonansi Padjak Perseroan 1925), maka tidak perlu
olch karena dalam hal inj saham bonus jang diberikan tadinja

P. 4: Tidak memerlukan pendjelasan,
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